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RINGKASAN 

 

Mia Octa Widianti. 21105530011. Pencegahan Kekerasan Pada Anak Oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Di Kota Blitar. Di bawah bimbingan: Fandu Dyangga Pradeta, 

S.Pd., M.Pd 

 
Pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan bentuk penanggulangan 

pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Kekerasan terhadap 

anak sudah menjadi isu global yang terus meningkat. Data dari SIMFONI PPA dan 

Dinas menunjukkan peningkatan dan penurunan kasus kekerasan terhadap anak. 

Tujuan dari kegiatan PKL ada 2. Pertama untuk mengetahui upaya apa saja yang 

dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

di Kota Blitar. Kedua untuk mengetahui hambatan apa saja yang dapat dilakukan 

dalam pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota 

Blitar. Kegiatan PKL ini dilaksanakan di Dinas P3AP2KB pada bulan Oktober 

2024. Hasil kegiatan PKL bahwa, yang pertama upaya pencegahan kekerasan pada 

anak antara lain cara sosialisasi melalui program SINERGI BERLIAN. Kedua 

tantangan dalam upaya pencegahan meliputi perbedaan tingkat pendidikan maupun 

tingkat ekonomi. Meski demikian, Dinas P3AP2KB Kota Blitar terus berupaya 

memberikan layanan yang baik dengan melibatkan pihak lain seperti Dinas 

Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll untuk memberikan sosialiasi. Hasil kegiatan PKL 

ini menunjukkan bahwa pencegahan sangat penting untuk mengurangi kasus 

kekerasan. 

Kata kunci: pencegahan, tantangan, pelayanan, kekerasan terhadap anak 
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SUMMARY 

 

Mia Octa Widianti. 21105530011. Prevention of Violence Against Children by 

the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and 

Family Planning in Blitar City. Under the guidance of: Fandu Dyangga Pradeta, 

S.Pd., M.Pd 

 
Preventing violence against children is a form of government intervention to 

prevent violence against children. Violence against children has become a global 

issue that continues to rise. Data from SIMFONI PPA and the Department show 

an increase and decrease in cases of violence against children. The purpose of the 

PKL activities is twofold. First, to understand what efforts can be made to prevent 

violence against children at the Office of Women's Empowerment, Child 

Protection, Population Control, and Family Planning in Blitar City. Second, to 

identify the obstacles that can be encountered in preventing violence against 

children at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population 

Control, and Family Planning in Blitar City. This internship activity was carried 

out at the P3AP2KB Office in October 2024. The results of the internship 

activities indicate that, firstly, efforts to prevent violence against children include 

socialization methods through the SINERGI BERLIAN program. Secondly, the 

challenges in prevention efforts include differences in education levels and 

economic status. Nevertheless, the P3AP2KB Office of Blitar City continues to 

strive to provide good services by involving other parties such as the Health 

Office, the Education Office, etc., to conduct socialization. The results of this 

internship activity show that prevention is very important to reduce cases of 

violence. The results of this internship activity show that prevention is very 

important to reduce cases of violence. 

 

Keywords: prevention, challenges, services, child violence  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menyebabkan 

cedera, kerusakan fisik maupun psikisnya. Kekerasan juga merupakan perilaku 

menyimpang yang dapat mengakibatkan luka dan melukai seseorang. Kekerasan 

dapat menimbulkan dampak secara fisik, psikologis, sosial serta spiritual bagi 

korban. Kekerasan sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan 

keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kasus kekerasan terhadap anak 

merupakan masalah yang mendalam dan meluas. Anak-anak rentan sekali 

mendapatkan kekerasan berbagai bentuk seperti, kekerasan fisik, seksual, dan 

emosional yang dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik 

dan mental anak. Anak adalah anak yang masih berumur dibawah 18 tahun. Anak 

sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa demi kelangsungan bangsa 

dan negara di masa depan.  

Kekerasan anak yang sering terjadi di Indonesia yang kerap kali menimpa 

anak yaitu, diskriminasi, eksploitasi anak, penelantaran anak, dan lain-lain. Kasus 

kekerasan yang dialami anak pada saat ini anak menjadi korban kekerasan yang 

dilakukan oleh keluarganya sendiri maupun lingkungan masyarakat. Faktanya 

walaupun sudah ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang perlindungan 

anak berupa peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, akan tetapi kasus 

kekerasan masih sering terjadi pada anak.  Ironisnya pelaku yang melakukan 

kekerasan terhadap anak kebanyakan dari keluarga dekat seperti, kedua orang tua 

dan saudara sendiri, teman sepermainan, maupun masyarakat dilingkungan 
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sekitarnya. Hal tersebut dapat terjadi dengan beberapa faktor seperti, faktor masalah 

ekonomi dan faktor didikan orang tua kepada anak untuk melatih disiplin anak 

dengan cara kekerasan seperti memukul, mencubit, dan menampar anak.  Akibatnya 

menimbulkan hal negatif yang muncul terhadap anak, baik itu fisik maupun 

gangguan psikis yang dapat merugikan psikologis anak korban kekerasan tersebut.   

Di Indonesia, hak-hak mengenai perlindungan anak telah di atur ke dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan 

perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 1 Ayat 15a, menjelaskan definisi kekerasan ialah : “ Kekerasan adalah setiap 

perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum”. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 

1 Ayat (15a). 

Berdasarkan hasil survei nasional yang terdiri dari 34 provinsi dari 

SIMFONI PPA tahun 2023 dan 2024 per bulan September bahwa ada penurunan 

kekerasan pada anak. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada tahun 2023 sampai 

2024 per bulan September mengalami penurunan dari 2132 korban menjadi 1316 

korban kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya pada tahun 2023, 968 kekerasan 

fisik, 873 psikis, 945 kasus kekerasan seksual, 53 kasus eksploitasi anak, 33 kasus 

trafficking, dan 290 kasus penelantaran anak, angka ini tergolong tinggi 

dibandingkan dengan tahun 2024 per bulan September yaitu, 574 kasus fisik, 515 

kasus psikis, 656 kasus kekerasan seksual, 16 kasus eksploitasi anak, 175 kasus 

trafficking, dan 230 kasus penelantaran anak.  
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Berdasarkan dari data yang didapat dari kepala UPT Perlindungan 

Perempuan dan Anak Kota Blitar bahwa terdapat 42 pengaduan pada tahun 2024 

per bulan Oktober. Pengaduan tersebut meliputi 1 pelapor yang bukan wewenang 

UPT karena pelapor adalah laki-laki yang sudah berusia dewasa, 13 kasus 

Dispensasi nikah bagi perempuan yang belum cukup umur, 15 kasus kekerasan 

pada perempuan bisa berupa kekerasan seksual, KDRT, kekerasan non fisik/psikis, 

13 kasus kekerasan pada anak yang berupa kekerasan seksual, kekerasan non 

fisik/psikis dan bullying.  

Upaya dalam pencegahan kekerasan pada anak bisa dilakukan apabila 

pemerintah ataupun dinas terkait dapat berperan penting dalam pencegahan 

terjadinya kekerasan pada anak dengan cara membuat kebijakan baik berupa 

undang-undang maupun kebijakan lainnya. Pemerintah juga dapat bekerja sama 

dengan kepolisian, dinas sosial. Selain itu bisa juga dengan cara membuat Forum 

Anak, Kota Layak Anak (KLA), serta Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu 

Berbasis Masyarakat (PATBM).  

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar menangani upaya dari pencegahan 

kekerasan pada anak lebih ke divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak. Dengan cara melaksanakan program perlindungan khusus anak dan 

sosialisasi tentang kekerasan ke beberapa sekolah maupun masyarakat sekitar.  

Pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama. 

Selain penanganan oleh UPTD PPA, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara 

pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk 

menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi anak. Penelitian 
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ini mengkaji bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh UPTD PPA Kota Blitar 

dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta mengidentifikasi hambatan 

yang ada.                                                                           

1.2 Fokus Kajian 

Fokus kajian yang dapat dipergunakan untuk mempermudah pelaksanaan 

kegiatan praktek kerja lapangan ini adalah : 

1. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan pada 

anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar? 

2. Apa tantangan terbesar dalam mengedukasi pencegahan kekerasan pada 

anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar?  

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penulisan laporan praktek kerja lapangan yaitu: 

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam 

pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 

Kota Blitar. 

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dapat dilakukan dalam 

pencegahan kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 

Kota Blitar. 
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1.4 Manfaat 

1. Bagi Universitas dan Fakultas 

a. Dapat membangun hubungan kemitraan dengan instansi tempat 

Praktek Kerja Lapangan (PKL). 

b. Dapat meningkatkan kualitas lulusan mahasiswanya melalui praktek 

Kerja Lapangan (PKL). 

2. Bagi Instansi Tempat PKL 

a. Dapat membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau 

perguruan tinggi 

b. Instansi mendapat bantuan maupun saran dalam operasional 

3. Bagi Mahasiswa 

a. Memperkuat keterampilan mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu 

yang dipelajari diperkuliahan dalam dunia kerja 

b. Mendapat pengalaman kerja yanag menjadi nilai tambah bagi 

mahasiswa 

c. Mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja 

d. Menambah relasi bagi Mahasiswa 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kekerasan Seksual  

Kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah ancaman yang sangat 

serius. Seperti kita ketahui bahwa anak merupakan individu yang masih sangat lugu 

dan polos, sehingga anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. 

(Nursariani Simatupang, SH., 2022)  

Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) dalam 

(Nursariani Simatupang, SH., 2022), kekerasan seksual terhadap anak merupakan 

hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau 

orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak 

dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Tindakan ini 

dilakukan secara paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kekerasan seksual 

tersebut melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak. Salah satu bentuk 

kekerasan seksual adalah pemerkosaan ataupun pencabulan. 

Kekerasan seksual dilakukan pada anak karena pelaku melihat posisi anak 

yang lemah dan lugu. Faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak 

diantaranya perubahan hormon oleh pelaku, perkembangan teknologi, perubahan 

gaya hidup, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual. 

(Octaviani & Nurwati, 2021) 

Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak akan menimbulkan dampak 

traumatis sepanjang hidupnya. Ketika mereka mengalami kekerasan seksual 

tersebut mereka masih belum mengerti kondisi yang terjadi, dan mereka tidak 
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menyadari bahwa mereka adalah korban dari fenomena tersebut. (Octaviani & 

Nurwati, 2021) 

Dari sisi biologis, anak akan mengalami gangguan pada organ-organ vital 

karena telah dipaksa melakukan aktivitas seksual. Kemudian dari sisi sosialnya, 

anak akan merasa mudah terintimidasi sehingga anak merasa kurang percaya diri. 

(Octaviani & Nurwati, 2021) 

Kekerasan seksual terhadap anak sangat memperhatinkan. Dalam 

pemberitaan di media massa sekarang. Maka disini keluarga, masyarakat dan 

sekolah memiliki peran yang penting sekali dalam mencegah kekerasan seksual 

pada anak yang dapat merusak kehidupannya di masa depan. (Supriani & Ismaniar, 

2022). 

Kekerasan seksual yang di alami oleh anak-anak pada saat ini tidak hanya 

terdapat pada anak perempuan saja namun anak laki-laki pun menjadi target bagi 

pelaku yang sudah terosebsi atau orang yang sudah hilang kendali atas dirinya 

sendiri. (Miranti & Sudiana dalam Supriani & Ismaniar, 2022). 

Keluarga juga memberikan perlindungan bagi anak termasuk mencegah 

terjadinya kekerasan seksual pada anak. Begitu juga dengan masyarakat, 

Masyarakat harus bisa mengembangkan pembinaannya untuk meminimalisir 

potensi pelanggaran seksual yang terjadi di masyarakat setempat. (Supriani & 

Ismaniar, 2022). 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor   35   Tahun   2014   

Pasal   20   juga   disebutkan   bahwa   yang   berkewajiban   dan bertanggung   jawab   

terhadap   penyelenggaraan   perlindungan   anak   adalah   negara, pemerintah,  
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masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua.  Jadi  perlindungan  anak  bukanlah tanggung  

jawab  negara  atau  orang  tua. (Aprilianda dalam Capah & Fikri, 2023). 

2.2 Kekerasan Non Fisik atau Psikis 

Kekerasan terhadap anak, menurut Soeroso dalam (Maemunah & Hafsah, 

2022) bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada 

anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik 

yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak 

hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan 

fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh 

siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung 

hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan yang menyinggung 

hati nurani atau perasaan seseorang. 

kekerasan terhadap anak adalah (child abuse) adalah semua bentuk 

perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, 

pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan 

cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan 

hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam 

konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. (Maemunah & 

Hafsah, 2022) 

Terry E. Lawson, dalam (Maemunah & Hafsah, 2022) membagi child abuse 

menjadi 4 macam, yaitu emotional abuse, terjadi ketika orang tua mengetahui 

anaknya membutuhkan perhatian, mereka justru mengabaikannya. Ibu membiarkan 

anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu 

itu. Ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. 
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Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan tersebut 

berlangsung konsisten. Verbal abuse terjadi ketika ibu mengetahui anaknya 

meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika 

anak mulai bicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, 

“bodoh”, “ cerewet”, “kurang ajar”, dan lain sejenisnya. Physical abuse, ketika ibu 

memukul anak (ketika sebenarnya anak membutuhkan perhatian) memukul anak 

dengan tangan, kayu, kulit, logam, atau benda-benda keras lainnya akan diingat 

oleh anak. Sexual abuse, biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama 

dalam kehidupan anak. 

Menurut Wirawan dalam (Ariani & Asih, 2022) yang menunjukan 

penganiayaan secara emosional dengan cara kekerasan verbal akan menyebabkan 

gangguan emosional pada anak. Anak kedepannya menjadi hiperaktif, sulit tidur, 

bahkan dapat menyebabkan anak menjadi tantrum. Anak juga akan mengalami 

kesulitan belajar, baik di rumah maupun di sekolah, selanjutnya anak akan 

mengalami perkembangan konsep diri yang kurang baik, hubungan sosialnya 

dengan lingkungannya akan bermasalah, dan mengakibatkan anak menjadi lebih 

agresif bahkan dapat menjadikan orang dewasa sebagai musuhnya. 

Menurut Balger dan Patterson dalam (Ariani & Asih, 2022) anak yang 

mengalami kekerasan cenderung akan merasa tidak berguna, menjadi pendiam, 

mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sehingga berpengaruh terhadap 

perkembangan sosial anak yang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan 

dengan teman sebayanya. 

Hal-hal yang bisa menyebabkan orang tua melakukan kekerasan verbal 

adalah, antara lain sebagai berikut: 
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1. Faktor dari dalam (Intern) 

a. Tingkat pengetahuan orang tua, Pada umumnya orang tua tidak 

mengenal dan mengetahui ilmu tentang kebutuhan perkembangan anak. 

Seperti misalnya seorang anak belum waktunya untuk melakukan 

sesuatu yang dianggap sudah mampu oleh orang tua,ketika anak dituntut 

untuk melakukannya ternyata anak belum bisa maka orang tua menjadi 

marah, membentak, mencaci anak sehingga anak sedih dan perkataan 

orang tua tersebut biasanya yang akan merusak anak. 

b. Pengalaman orang tua, Perlakuan salah yang diterima orang tua sewaktu 

kecilnya yang menjadi pengalaman berbekas yang mendorong untuk 

melakukan hal yang sama pada anak. Tindakan yang diterima anak akan 

terekam oleh anak di alam bawah sadarnya yang akan dibawanya sampai 

mereka dewasa. 

2. Faktor dari luar (Ekstern) 

a. Faktor ekonomi, Pada umumnya kekerasan rumah tangga dipicu oleh 

faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi 

kehidupan yang selalu meningkat disertai perasaan kecewa dan marah 

pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidak 

berdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua 

melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya. Anak sebagai orang 

yang lemah dan memiliki perasaan yang tinggi terhadap anak sehingga 

dia merasa bisa berperilaku semena mena pada anak. 

b. Faktor lingkungan, Lingkungan dapat meningkatkan beban perawatan 

pada anak dan lingkungan juga bisa menimbulkan kekerasan verbal 
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pada anak. Televisi menjadi alat yang paling tinggi bisa mempengaruhi 

tingkat kekerasan verbal orang tua pada anak. 

Dengan pemaparan diatas, menunjukan bahwa dampak kekerasan pada anak 

sangat berbahaya, sehingga patut kita pahami bahwa tak hanya keluarga yang turut 

berperan dalam perlindungan anak, namun lingkungan juga turut berperan, terlebih 

pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menegakan aturan yang berlaku seperti 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai berbagai tindakan seperti 

kekerasan, ancaman dengan kekerasan, penyiksaan, melibatkan anak dalam 

kegiatan-kegiatan politik, sengketa persenjataan, kerusuhan sosial, kegiatan seks 

komersial, merampas dan menjual organ tubuh, dan sebagainya, maka pelakunya 

akan diancam hukuman dan denda. (Ariani & Asih, 2022) 

2.3 Kekerasan Fisik 

Kekerasan terhadap anak berarti kekerasan yang dilakukan oleh orang 

dewasa yang seharusnya menjaga dan melindungi keamanan dan kesejahteraanya. 

Kekerasan fisik adalah segala tindakan-tindakan kasar yang melukai fisik berupa 

penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak, dan menyebabkan kematian 

anak. Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai, suatu perbuatan yang sengaja 

dilakukan yang meyebabkan kerugian dan bahaya terhadap anak secara fisik 

maupun emosional. (Irawati, 2019) 

Anak-anak adalah keajaiban yang lahir ke dunia. Anak membutuhkan 

keluarga dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. 

(Ariani & Asih, 2022). Berdasarkan penelitian SNPHAR (2018) dalam (Ariani & 

Asih, 2022) menyebutkan bahwa kekerasan fisik pada anak umur 13-17 tahun untuk 

laki-laki sebesar 36,43% atau 1 dari 3 orang anak laki-laki selama hidupnya pernah 
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mengalami kekerasan fisik. Sedangkan pada anak perempuan sebesar 19,35% atau 

1 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik selama hidupnya. 

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan kerugian fisik dari 

interaksi dengan orang tua atau orang yang bertanggung jawab, dan mempunyai 

kekuasaan. Bentuk kekerasan fisik seperti memukul, mendorong, menjambak, 

melukai dalam bentuk tindakan fisik (Ariani & Asih, 2022). Kekerasan fisik dapat 

menyebabkan anak menjadi sakit, luka, kehilangan fungsi biologis, cedera, patah 

tulang, nyeri pinggul kronis, sakit kepala, keguguran, cacat bahkan bunuh diri 

(Ekardo Apando & Nilda, 2014) 

Sedangkan dampak jangka panjang yang dapat dialami anak yang mendapat 

kekerasan adalah akan munculnya perasaan malu/menyalahkan diri sendiri, 

cemas/depresi, kehilangan minat untuk bersekolah, stres pasca-trauma seperti terus-

menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, dan dapat pula tumbuh 

sebagai anak yang mengisolasi diri sendiri dari lingkungan di sekitarnya (Asy’ari, 

2021) 

Perlindungan anak perlu dilakukan di lingkungan sosial melalui berbagai 

upaya pencegahan atau penahanan. Mencegah masalah kekerasan terhadap anak. 

Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan undang-undang 

perlindungan anak dan hak-hak anak, serta mensosialisasikan dampak kekerasan 

terhadap kesehatan dan pembentukan karakter anak. Sosialisasi dapat dilaksanakan 

dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui media cetak dan elektronik, baik 

formal maupun informal (Utami & Primawardani, 2022). 
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2.4 Kekerasan Bullying 

Bullying  merupakan  tindakan  penggunaan  kekuasaan  untuk  menyakiti 

seorang  atau  sekelompok  orang  baik  secara  lisan,  fisik,  maupun  psikologis  

sehingga korban merasa tertekan, stress berat, serta tidak berdaya. Pelaku  bullying  

sering  kali  disebut  dengan  istilah  bully.  seorang  bully  tidak mengenal  gender  

maupun  usia.  Bahkan,  bullying  telah  terjadi  di  sekolah  serta dilakukan oleh 

para remaja. (Sofyan et al., 2022) 

Menurut Coloroso dalam (Tyas et al., 2024), Bullying secara umum bisa 

dibagi menjadi  4  macam,  yaitu  verbal bullying (perkataan),  social  bullying   

(intimidasi  sosial), physical  intimidation  (Intimidasi  fisik),  dan  cyber  bullying 

(perundungan  dunia  maya). Adapaun pemahaman dari masing-masing yaitu 

sebagai berikut: 

1. Verbal Bullying Hymel   and   Swearer, verbal   bullying adalah perkataan/ 

mengatakan   sesuatu   yang bertujuan   untuk   mengintimidasi   atau   melukai   

perasaan   seseorang.   Biasanya   juga disertai dengan ancaman ancaman 

tertentu. 

2. Social Bullying Intimidasi sosial meliputi jenis dan jumlah yang sangat luas; 

menebarkan rumor/fitnah, menjauhkan diri (social distancing) terhadap orang-

orang tertentu, sengaja mempermalukan seseorang didepan umum, dan lain-

lain. 

3. Physical Intimidation sebagai bentuk bullying yang paling memprihatinkan dan 

merusak, intimidasi fisik atau perundungan fisik adalah masalah perundungan 

yang sangat sering terjadi pada murid/pelajar laki-laki, mengingat juga 
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merekalah yang lebih dominan dan dengan gengsi lebih tinggi di banding 

pelajar perempuan. 

4. Cyber bullying adalah perundungan yang direncanakan dan dilancarkan dengan   

sengaja   melalui   media-media   sosial   atau   aplikasi, ataupun   sarana - sarana 

teknologi modern lainnya yang bertujuan untuk merugikan ataupun 

menjatuhkan pihak lain 

Bullying dalam  bentuk  fisik,  seperti  memukul,  mencubit,  menampar,  

dan memalak  (meminta  dengan  paksa  yang  bukan  miliknya). Bullying dalam 

bentuk verbal, seperti memaki, menggosip, dan mengejek, sedangkan dalam bentuk 

psikologi, seperti   mengintimidasi,   mengecilkan   ,   dan   diskriminasi.   Ironisnya   

lagi   bagian masyarakat  kita  bahkan  guru  sendiri  menggap  bullying  sebagai  

hal  biasa  dalam lingkungan  pendidikan  dan  tidak  perlu  dipermasalahkan. 

Bullying dianggap hanya bagian dari cara anak-anak untuk bermain, padahal 

dampak bullying itu sendiri sangat mempengaruhi  kesehatan  psikologi  bagi  anak.  

Hal  ini  terjadi  Karena  kurangnya pengetahuan guru tentang bullying (Adilla 

dalam Sofyan et al., 2022). 

Korban  bullying  memiliki  karakteristik  seperti  pemalu  dan  kurang  

pengalaman  secara sosial dengan teman-teman lain. Dalam situasi sosial korban 

bullying tidak bisa membaca situasi sehinga   mereka   sering   diperlakukan   buruk   

dan   dijauhi   oleh   teman-teman.   Korban   bullying cenderung   tunduk   dan   

tidak   tegas   ketika   mengatakan “tidak”atau “hentikan”mereka cenderung   pasrah   

dan   tidak   mengenali   bahwa   mereka sedang   ditindas.   Korban   bullying 

cenderung  menyendiri  ketika  bermain,  tidak  memiliki  keterampilan  berteman  

atau  menjadi pempimpin,  lemah,  merasa  tidak  aman,  sensitif,  tertekan  sehingga  
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tidak  ingin  pergi  sekolah, memiliki harga diri yang rendah, dan kesulitan dalam 

hubungan sosial. (Ayuni Despa, 2021) 

Selain  itu  dengan  adanya  sosialisasi  anti bullying juga  merupakan  cara  

efektif untuk    memberikan    pemahaman    terhadap    anak-anak    terkait bullying 

dan cara pencegahannya.  Sosialisasi  dilakukan  dengan  memaparkan  materi  oleh  

narasumber yang  dipandu  oleh  moderator  dengan  sasarannya  yaitu  siswa  dan  

guru  sekolah  dasar. Materi  sosialisasi  meliputi  pengertian bullying, jenis-jenis 

bullying, dampak bullying, penyebab bullying, serta  cara  mencegah bullying.  

Selain  pemaparan materi,  sosialisasi juga diisi dengan tanya jawab peserta dengan 

narasumber. (Tyas et al., 2024) 

Dari keempat jenis kekerasan pada anak yang sudah dijelaskan diatas 

menurut teori konflik dari Lewis A.Coser bahwa teori ini berfokus pada konflik 

sebagian dari interaksi sosial yang dapat menghasilkan perubahan positif. Teori 

konflik ini dapat membantu dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik yang 

lebih efektif, seperti mediasi dan konseling. Menurut Lewis A.Coser tidak semua 

konflik memiliki sifat yang negative tetapi juga dapat mempererat hubungan antar 

individu atau kelompok.  
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BAB III 

METODE 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

 
 Gambar 3. 1 Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

 Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 

 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa ini adalah bertempat di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, 

dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar. Dinas ini berlokasi di Jalan Dr. 

Sutomo No. 50, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. 

Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan kurikulum 

berdasarkan jadwal perkuliahan per semester. Adapun waktu pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan Mahasiswa dilaksanakan pada 01 Oktober 2024 sampai dengan 31 

Oktober 2024. 
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3.2 Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah pejabat 

structural Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. 

3.3 Metode Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Metode kegiatan praktik kerja lapangan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan langsung dengan terlibat 

dalam setiap kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar. 

Lebih tepatnya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di bidang 

Perlindungan Anak. 

2. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin - Kamis pukul 07.30 WIB – 15.30 WIB 

dan Jumat pukul 07.30 WIB – 14.30 WIB. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang sesuai serta cukup dari pejabat structural 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Blitar  maka digunakan teknik pengumpulan data 

melalui: 

1. Metode Observasi atau Pengamatan 

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi atau bahan 

keterangan yang jelas tentang masalah yang berhubungan dengan pencegahan 

kekerasan pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar. 
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Dalam hal ini peneliti secara langsung terjun kelapangan untuk melakukan 

pengumpulan data. 

2. Metode Dokumentasi 

 Pelaksanaan metode ini adalah dengan cara mempelajari serta mengamati 

data melalui gambar maupun arsip sesuai dengan masalah yang terkait. 

3. Metode Wawancara 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 

jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu pejabat struktural 

dan fungsional di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar. 

4. Metode  Pustaka (Library Research) 

Merupakan teknik pengumpulan data sekunder melalui dokumen, buku, 

peraturan perundang-undangan, serta bahan lainnya yang memiliki keterkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas dalam laporan Praktik Kerja Lapangan. Data 

sekunder tersebut dapat berasal dari instansi yang memiliki hubungan langsung 

dengan topik laporan Praktik Kerja Lapangan maupun data yang tidak berasal 

dari instansi namun tetap memiliki keterkaitan dengan topik masalah yang 

dibahas dalam laporan Praktik Kerja Lapangan. 
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3.5 Jadwal Praktik Kerja Lapangan 

Tahapan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan dapat 

dilihat melalui tabel di bawah ini : 

Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan PKL 

Bulan September – Desember 2024 

 

NO. 
Kegiatan 

Bulan 

September Oktober Desember 

III IV I II III IV I II 

1 Survey dan Pengurusan 

Izin 

✓        

2  Konsultasi ✓        

3 Pelaksanaan PKL   ✓ ✓ ✓ ✓   

4 Pengajuan Judul    ✓     

5 Penyusunan Laporan    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

6 Penyerahan Laporan        ✓ 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Praktik Kerja Lapangan 

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 

Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar adalah sebuah 

lembaga pemerintah daerah di Kota Blitar yang bertugas mendukung walikota 

dalam menjalankan tugas pemerintahan terkait Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, serta Keluarga berencana, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022. 

Dinas P3AP2KB Kota Blitar sebelumnya dikenal sebagai Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Pada tahun 

2018, nama tersebut diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota 

Blitar. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) beralamat di Jalan Dr. 

Sutomo No. 50, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. 

Dinas P3AP2KB terbagi dalam beberapa bidang diantaranya, bidang 

Perlindungan Anak (PA), Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan 

(P3) dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB). 

Selain itu, terdapat kesekretariatan yang terbagi menjadi dua sub bagian, yaitu 
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sub bagian program dan kepegawaian, serta sub bagian umum, keuangan, dan 

penatausahaan barang. 

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 

(P3AP2KB) Kota Blitar 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar, memiliki visi sebagai berikut: 

a. Penetapan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana. 

b. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, 

penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di 

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta 

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.  

c. Perencanaan operasional program pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana.  

d. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana di tingkat kota.  

e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 
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f. Peremajaan data dalam bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana untuk tingkat kota.  

g. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.  

Selain visi di atas, setiap bidang dalam Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 

Berencana memiliki fungsi masing- masing. Fungsi dari bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), yaitu sebagai : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundang- undangan 

dan kebijakan Kepala Dinas 

b. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan provinsi dengan 

pemerintah daerah tentang pengendalian jumlah penduduk 

d. Pelaksanaan pemetaan dan strategi pengendalian jumlah penduduk 

e. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga 

f. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, lnformasi dan Edukasi (KIE) 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan 

budaya lokal 
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g. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat 

kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kota 

h.  Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan 

pembinaan kesertaan ber KB 

i. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas 

Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan peraturan perundangan. 

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan memiliki fungsi, 

yaitu sebagai : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan 

masyarakat 

b. Penyusunan kegiatan/sub kegiatan serta rencana operasional bidang 

pemberdayaan dan perlindungan masyarakat 

c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelembagaan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) pada instansi pemerintah 

d. Perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dibidang politik, 

hukum, sosial dan ekonomi serta pada organisasi kemasyarakatan 

e. Penyusunan kebijakan penguatan dan pengembangan Lembaga 

layanan pemberdayaan perempuan 

f. Penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan 
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g. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban 

kekerasan 

h. Penguatan lembaga layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan 

korban kekerasan 

i. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Serta, bidang Perlindungan Anak yang memiliki beberapa fungsi 

sebagai : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan anak 

b. Penyusunan kegiatan/sub kegiatan serta rencana operasional bidang 

perlindungan anak 

c. Penyusunan kebijakan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi 

pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada instansi pemerintah, 

non pemerintah dan dunia usaha 

d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas hidup anak 

e. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pencegahan kekerasan 

terhadap anak dengan melibatkan para pihak 

f. Pelaksanaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan 

khusus dan korban kekerasan 

g. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak 

yang memerlukan perlindungan khusus 

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perlindungan 

anak 
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i. Melaksanakan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan yang berlaku. 

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 

Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar memiliki struktur 

organisasi sebagai berikut : 

 Gambar 4. 1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Blitar 
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4.1.4 Program  

Dalam menjalankan tugasnya membantu di bidang pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga 

berencana, masing-masing bidang memiliki programnya masing- masing. 

1. Bidang P2KB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) 

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

memiliki program seperti: 

a. Paket Gizi Ibu Hamil Nambah Sehat Cegah Stunting (PAK 

GIMIN) 

b. Duta Generasi Berencana 

c. Sosialisasi pencegahan nikah dini 

d. Sekolah Siaga Kependudukan 

e. Pelayanan pemasangan alat KB 

f. Kampung berkualitas 

g. Pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca 

melahirkan, dan baduta 

2. Bidang P3 (Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan) 

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 

memiliki program seperti : 

a. Sekolah Perempuan 

b. Pelayanan P2TP2A 

c. Pembinaan satgas PPA 

d. PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif 

Gender) 
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3. Bidang PA (Perlindungan Anak) 

Sementara itu, bidang Perlindungan Anak memiliki program 

seperti : 

a. Forum Anak 

b. Penanganan pengaduan kekerasan dan penelantaran anak 

c. Konseling psikologi 

d. PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 

Masyarakat) 

4.2 Upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan pada anak di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar 

 Kekerasan pada anak memiliki istilah child abuse yang berarti perilaku 

berulang yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian fisik dan psikis pada 

anak melalui hasrat dan tekanan, hukuman non fisik, pengendalian, intimidasi atau 

kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan pada anak terdapat berbagai kategori 

yaitu kekesaran fisik, kekerasan non fisik/psikis, kekerasan bullying. Kekerasan 

fisik adalah kekerasan yang melukai fisik dengan cara penganiyaan seperti 

mencubit, memukul, dan menendang. Kekerasan fisik juga bisa berupa kekerasan 

seksual bagi anak yang sangat merugikan bagi perempuan. Kekerasan non fisik 

adalah kekerasan yang tidak dilakukan secara langsung atau tidak melukai dengan 

cara penganiyaan melainkan dengan cara mengolok atau penghinaan secara verbal 

atau perkataan. Kekerasan bullyng adalah kekerasan yang dilakukan dengan cara 

penganiyaan hingga pengeroyokan terhadap seseorang yang lemah dijadikan 
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sebagai bahan kekalahan di lingkungan. Misalnya dilingkungan sekolah yang 

rawan akan pembulian.  

 Kekerasan pada anak disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga faktor sosial. 

Faktor ekonomi yang dimaksud adalah terjadi dari keluarga kurang mampu, 

penghasilan yang tidak mencukupi, jumlah anak yang banyak dan pengangguran 

yang akhirnya menyebabkan kekerasan pada anak. Faktor sosial yang dimaksud 

adalah faktor lingkungan yang buruk berdampak pada perilaku sehari-hari. Dampak 

kekerasan pada anak kalau tidak di tangani dengan baik akan menimbulkan dampak 

yang sangat serius. Dampak anak yang mengalami kekerasan cenderung akan 

merasa tidak berguna, menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu 

bergaul, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak yang 

mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebayanya.  

 Dampak kekerasan fisik pada anak menimbulkan trauma bagi anak dan ada 

bekas luka pada tubuhnya seperti memar, tergores, lebam, kecacatan, bahkan dapat 

menyebabkan korban meninggal. Selain itu, dampak kekerasan pada anak, ada 

kecenderungan anak akan berperilaku buruk, seperti mulai merokok menggunakan 

obat-obatan, minum alkohol, dan melakukan seks bebas sejak dini. Selain itu 

dampak lainnya adalah pada saat anak memulai kehidupan dewasa akan mengalami 

hubungan yang tidak sehat dengan keluarganya dan anak sering bermimpi buruk 

anak yang mengalami kekerasan juga merasa takut, dan mengalami kecemasan 

disertai dengan rasa sakit. Kekerasan yang dialami oleh anak dapat berdampak pada 

fisik dan psikologi dengan berbagai intensitas berat dan ringannya. Tindakan 

kekerasan yang dialami anak akan menimbulkan stres dan apabila stres ini tidak 

segera ditangani maka akan berkembang menjadi percobaan bunuh diri. Selain itu, 
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kekerasan yang dialami oleh anak, baik secara langsung maupun tidak cenderung 

mendorong kekerasan atau perilaku agresif oleh anak. Kekerasan terhadap anak 

dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak dan menimbulkan kerusakan 

emosi anak seperti kecemasan, rasa takut dan agresi, perasaan malu dan bersalah, 

kecenderungan depresi, serta penarikan diri dari lingkungan sosial.  

 

Gambar 4. 2 Diagram Kekerasan Pada Anak di DP3AP2KB Tahun 2024 

 

 Berdasarkan hasil dari gambar diatas bahwa kekerasan fisik dan kekerasan 

seksual lebih tinggi tingkat kekerasan dan korbannya. Korban kekerasan Seksual 

dan kekerasan fisik sebesar 31% dalam tahun 2024 per bulan Oktober, sedangakan 

korban kekerasan non fisik sebesar 23% dan korban kekerasan bullyng sebesar 15% 

tahun 2024 per bulan Oktober. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan fisik 

dan seksual lebih banyak daripada kekerasan non fisik dan bullyng. 

 Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) dalam 

(Nursariani Simatupang, SH., 2022), kekerasan seksual terhadap anak merupakan 

hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau 

orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak 

31%

31%

23%

15%

KEKERASAN PADA ANAK

Kekerasan Seksual Kekerasan Fisik kekerasan Non Fisik Bullyng
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dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan seksual 

terhadap anak merupakan interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua 

atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana 

anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual 

dari pelaku. Tindakan ini dilakukan secara paksaan, ancaman, suap, tipuan atau 

tekanan. Kekerasan seksual tersebut melibatkan kontak badan antara pelaku dengan 

anak. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pemerkosaan ataupun 

pencabulan. 

Sedangkan kekerasan fisik adalah segala tindakan-tindakan kasar yang 

melukai fisik berupa penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak, dan 

menyebabkan kematian anak. Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai, suatu 

perbuatan yang sengaja dilakukan yang meyebabkan kerugian dan bahaya terhadap 

anak secara fisik maupun emosional (Irawati, 2019).  Kekerasan fisik dapat 

menyebabkan anak menjadi sakit, luka, kehilangan fungsi biologis, cedera, patah 

tulang, nyeri pinggul kronis, sakit kepala, keguguran, cacat bahkan bunuh diri 

(Ekardo Apando & Nilda, 2014). 

Dalam kekerasan non fisik tidak sebanyak kekerasan fisik dan seksual 

karena tidak semua korban melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. 

Kekerasan non fisik adalah jenis kekerasan yang tidak kasat mata, artinya tidak 

semua orang bisa langsung mengenali perilakunya tanpa observasi yang teliti. Ini 

melibatkan tindakan yang tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korban. 

Verbal melibatkan kata-kata kasar, sepertu membentak, memaki, menghina, dan 

sejenisnya. Menurut Wirawan dalam (Ariani & Asih, 2022) kekerasan verbal akan 

menyebabkan gangguan emosional pada anak. Anak kedepannya menjadi 
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hiperaktif, sulit tidur, bahkan dapat menyebabkan anak menjadi tantrum. Anak juga 

akan mengalami kesulitan belajar, baik di rumah maupun di sekolah, selanjutnya 

anak akan mengalami perkembangan konsep diri yang kurang baik, hubungan 

sosialnya dengan lingkungannya akan bermasalah, dan mengakibatkan anak 

menjadi lebih agresif bahkan dapat menjadikan orang dewasa sebagai musuhnya. 

 Dalam kekerasan bullying juga sama tidak sebanyak dari ketiga kekerasan 

diatas. Bullyng biasanya dijadikan bahan edukasi atau bahan sosialisasi di sekolah-

sekolah dalam bentuk pencegahan. Bullyng merupakan tindakan penggunaan 

kekuasaan untuk menyakiti seorang atau sekelompok orang baik secara lisan, fisik, 

maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, stress berat, serta tidak 

berdaya. Pelaku  bullying  sering  kali  disebut  dengan  istilah  bully.  seorang  bully  

tidak mengenal  gender  maupun  usia.  Bahkan,  bullying  telah  terjadi  di  sekolah  

serta dilakukan oleh para remaja  (Sofyan et al., 2022). Menurut Coloroso dalam 

(Tyas et al., 2024), Bullying secara umum bisa dibagi menjadi 4 macam, yaitu 

verbal bullying (perkataan), sosial bullying (intimidasi sosial), physical 

intimidation (Intimidasi fisik), dan cyber bullying (perundungan dunia maya). 

 Bullying dalam  bentuk  fisik,  seperti  memukul,  mencubit,  menampar,  

dan memalak  (meminta  dengan  paksa  yang  bukan  miliknya). Bullying dalam 

bentuk verbal, seperti memaki, menggosip, dan mengejek, sedangkan dalam bentuk 

psikologi, seperti   mengintimidasi,   mengecilkan   ,   dan   diskriminasi (Adilla 

dalam Sofyan et al., 2022). Korban  bullying  memiliki  karakteristik  seperti  

pemalu  dan  kurang  pengalaman  secara sosial dengan teman-teman lain. Dalam 

situasi sosial korban bullying tidak bisa membaca situasi sehinga   mereka   sering   

diperlakukan   buru   dan   dijauhi   oleh   teman-teman.   Korban   bullying 
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cenderung   tunduk   dan   tidak   tegas   ketika   mengatakan “tidak”atau 

“hentikan”mereka cenderung   pasrah   dan   tidak   mengenali   bahwa   mereka 

sedang   ditindas. (Ayuni Despa, 2021)   

 Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan 

dalam pencegahan kekerasan pada anak adalah adanya program SINERGI 

BERLIAN adalah Aksi dan Kolaborasi Satukan Energi Bersama Lindungi Anak 

Kota Blitar. Program tersebut kolaborasi antara dinas P3AP2KB Kota Blitar dengan 

dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kementerian 

Agama dan dinas lainnya yang bertujuan Bersama melindungi anak-anak Kota 

Blitar dari kekerasan. Dari program SINERGI BERLIAN kegiatannya berupa 

memberikan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak dan edukasi ke sekolah-

sekolah serta masyarakat.  

 Kolaborasi dengan berbagai dinas sangat penting dalam upaya pencegahan 

kekerasan karena dinas DP2AP2KB tidak bisa bekerja sendiri, semua berkaitan dan 

saling membantu. Misalnya dengan Dinas kesehatan yang dimana lebih memahami 

tentang kesehatan reproduksi remaja, selain itu tentang keagaamaan yang lebih 

paham yaitu Dinas Kementerian Agama dalam pemaparan materi. Didalam upaya 

pencegahan kekerasan pada anak juga melibatkan orang tua dalam melakukan 

sosialisasi karena orang tua harus mengetahui bahwa pencegahan kekerasan tidak 

hanya diri sendiri melainkan juga peran dari orang tua. Biasanya orang tualah yang 

menjadi pelaku utama dalam kekerasan.  

Peran pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap anak seperti diatur 

dalam PERDA nomor 17 Tahun 2016 yaitu memberikan perlindungan kepada 

perempuan dan anak di Kota Blitar. Kemudian jika tetap terjadi tindak kekerasan 
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pada anak, maka keluarga dan masyarakat setempat dapat juga melaporkan kepada 

pihak Kepolisian, lembaga KPAI dan UPT Perlindungan Anak dan Perempuan 

yang ada di Kota Blitar. UPT Perlindungan Anak dan Perempuan mempunyai tugas 

dalam hal penanganan konflik adanya mediasi dengan mempertemukan pihak 

berkonflik dan mengundang pihak-pihak terkait seperti kelurahan, satgas dengan 

tujuan menyelesaikan konflik. Selain mediasi juga bisa dengan cara konseling dan 

melakukan pendekatan dengan pihak yang berkonflik.  

Menurut teori konflik Lewis A.Coser bahwa benar teori ini berfokus pada 

konflik sebagian dari interaksi sosial yang dapat menghasilkan perubahan positif. 

Teori konflik ini dapat membantu dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik 

yang lebih efektif, seperti mediasi dan konseling. Menurut Lewis A.Coser tidak 

semua konflik memiliki sifat yang negative tetapi juga dapat mempererat hubungan 

antar individu atau kelompok. Lewis A.Coser juga mengelompokkan konflik sosial 

menjadi dua jenis, yakni konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis 

merupakan konflik yang timbul karena adanya kekecewaan individu maupun 

kelompok terhadap berbagai bentuk permasalahan dalam hubungan sosial. 

Sementara, konflik non-realistis tercipta karena adanya kebutuhan untuk 

melepaskan ketegangan dari salah satu atau dua pihak yang sedang berkonflik. 

 Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan berharap terkait dengan upaya 

dalam pencegahan kekerasan kepada semua masyarakat untuk semakin peduli 

dengan perlindungan anak, semakin peduli terhadap pemenuhan hak anak jangan 

sampai terjadi kekerasan terhadap anak di masyarakat. Semua anak berhak 

mendapatkan haknya. Orang tua harus paham tentang parenting sebab kesuksesan 

anak juga pengaruh dari suksesnya orang tua mendidik anaknya. 
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4.3 Tantangan terbesar dalam mengedukasi pencegahan kekerasan pada anak 

di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Blitar 

 Salah satu unsur keberhasilan dalam pencegahan kekerasan pada anak bisa 

dilihat dari SDM masyarakat dan peran pemerintah. Dalam mengedukasi 

masyarakat dan para pelajar/mahasiswa terdapat tantangan terbesar. Tantangan 

terbesar yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat dan anak-anak tentang 

pencegahan kekerasan pada anak adalah perbedaan tingkat Pendidikan dan tingkat 

ekonomi yang dimana masyarakat terutama orang tua lebih mementingkan kerja 

dan mencari nafkah dengan melibatkan anak-anaknya untuk ikut bekerja. 

Seharusnya anak tetap mendapatkan hak anak yaitu hak partisipasi. Anak memiliki 

hak dasar yaitu Hak hidup, Hak tumbuh kembang, Hak perlindungan, dan Hak 

partisipasi. 

 Hak hidup adalah hak yang meliputi jaminan kebebasan beragama, 

mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman, mendapatkan gizi yang cukup, dan 

pemberian nama serta mempunyai akte kelahiran. Hak tumbuh kembang adalah hak 

yang dimana anak mendapatkan Pendidikan, kasih sayang, pelayanan kesehatan, 

kesempatan beribadah dan mendapatkan Pendidikan dari orang tua berupa etika 

yang baik dan benar. Hak perlindungan adalah hak yang didapatkan anak untuk 

tidak mendapatkan kekerasan, tidak dilantarkan, tidak dibedakan dan tidak diperas 

oleh orang tuanya. Hak partisipasi adalah hak yang didalamnya menjelaskan bahwa 

anak bebas menentukan pilihan hidupnya seperti berkumpul dengan teman sebaya, 

sekolah, kebebasan berpendapat, mengembangkan bakatnya dan berorganisasi, jadi 
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orang tua tidak mewajibkan anaknya untuk bekerja di usia masih muda atau saat 

mengampu Pendidikan di sekolah.  

 Dari segi hambatan dalam pencegahan kekerasan pada anak tidak 

ditemukan hambatan karena pihak Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan sudah 

bekerjasama dengan berbagai pihak dan sudah melakukan sosialisasi ke beberapa 

sekolah dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait. Jika ada 

hambatan dalam pencegahan akan mengakibatkan anak yang menjadi korban tidak 

tertangani dengan baik dan menimbulkan dampak yang sangat fatal. Adanya 

hambatan yang terjadi ada dalam hal penanganan karena Dinas Perlindungan Anak 

dan Perempuan memiliki UPT Perlindungan Anak dan Perempuan yang memiliki 

satu pegawai saja yang bertanggung jawab. Jadi hambatannya adalah kurangnya 

SDM dalam penanganan. Cara mengatasi hambatan tersebut dengan cara merekrut 

pegawai atau tenaga kerja baru yang bisa menangani anak-anak yang sudah menjadi 

korban kekerasan dan memahami tentang penanganan. Dalam pelaksanaan program 

perlindungan anak tidak ada kendala dalam segi anggaran karena pemerintah sudah 

menata semua anggaran untuk Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan.  

 Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh dinas Perlindungan Anak 

dan Perempuan adalah melalui beberapa media yaitu menggunakan media sosial, 

sosialisasi bahkan lewat media radio semua itu bertujuan untuk menyadarkan 

masyarakat tentang pencegahan kekerasan. Selain itu ada juga kelompok-kelompok 

PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) digunakan oleh Dinas 

untuk menyampaikan kepada masyarakat yang ada di tingkat kelurahan supaya 

masyarakat juga mengetahui bahwa anak-anak perlu dilindungi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Upaya pencegahan Kekerasan terhadap anak melalui kolaborasi berbagai 

dinas terkait, seperti program SINERGI BERLIAN di Kota Blitar, sangat 

penting dalam melindungi anak dari kekerasan. Selain itu, peran orang tua 

dalam pendidikan dan pencegahan kekerasan juga sangat krusial. Pemerintah 

melalui peraturan daerah dan lembaga perlindungan anak berperan dalam 

penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Diperlukan perhatian 

lebih dari masyarakat untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan 

terhindar dari kekerasan. Kekerasan terdiri dari kekerasan seksual, kekerasan 

fisik, kekerasan non fisik, dan bullying, dapat memiliki dampak serius baik 

secara fisik maupun psikologis bagi anak, seperti trauma, kecemasan, 

depresi, dan perilaku buruk. Kekerasan terjadi karena faktor ekonomi dan 

sosial, seperti kondisi keluarga yang kurang mampu dan lingkungan yang 

buruk, menjadi penyebab utama kekerasan pada anak 

2. Tantangan terbesar dalam mengedukasi pencegahan kekerasan pada anak 

adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesulitan ekonomi, yang 

menyebabkan orang tua lebih memprioritaskan mencari nafkah, bahkan 

dengan melibatkan anak-anak. Anak memiliki hak dasar seperti hak hidup, 

tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi yang harus dijaga. Meskipun 

Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan sudah bekerja sama dengan 

berbagai pihak dan melakukan sosialisasi, kendala utama dalam penanganan 

kekerasan pada anak adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM), yang 
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bisa diatasi dengan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Upaya untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan melalui berbagai media, 

termasuk media sosial, radio, dan kelompok-kelompok PATBM, untuk 

memastikan masyarakat lebih peduli dalam melindungi anak-anak dari 

kekerasan. Keberhasilan pencegahan kekerasan terhadap anak sangat 

dipengaruhi oleh peran serta masyarakat dan pemerintah, terutama dalam hal 

pendidikan dan ekonomi.  

5.2 Saran  

 Adapun saran untuk dinas P3AP2KB khususnya di bidang PPA yaitu 

Perlindungan Perempuan dan Anak untuk merekrut tenaga kerja untuk membantu 

dalam penanganan di UPT Perlindungan Anak dan Perempuan. Dengan 

menggunakan metode perekrutan lewat media sosial dengan ketentuan yang 

spesifik. Misalnya untuk kategori masih mahasiswa dengan ketentuan program 

studi psikologi. 
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Lampiran 1 Surat izin PKL di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar 

 



 
 

 
 

 

Lampiran 2 Wawancara Dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Sertifikat 

Bukti Praktek Kerja Lapangan Selama 1 Bulan 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3 Lembar Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Selama 1 Bulan 
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Lampiran 7 Kasus Kekerasan Fisik pada Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 8 Kasus Bullying di Sekolah Tingkat Sekolah Dasar 
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Lampiran 9 Membantu Administrasi Di Bidang Perlindungan Anak dan UPT PPA 
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Lampiran 10 Pemilihan Duta Anak Kota Blitar 2024 
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Lampiran 11 Sosialisasi Di Pondok Pesantren Wilayah Ngenggong Bersama Para 
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Lampiran 12 Lembar Bimbingan Penyusunan Laporan PKL 

 



 
 

 
 

 


